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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGEKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPAT] BANYUMAS,

a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di
Kabupaten Banyumas, diperlukan sistem lalu lingas
dan angiuran jslan yang handal, selamat, lancar,
tertib, aman, myaman, berdaya dan berhasil guna;

. bhahwa sistem lalu fintas dan angkuotan jalan perlu

disclenggarakan dengan mengintegrasikan semua
komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam
satu kesatuan yang mencakup scluruh kebijakan
Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan
kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan
peraturan perudang -undangan yang berlaku;

. bahwa untuk maksud tersebut pada buruf a dan b di

otas, maka Penyelenggarnan Lalu Lintas dan
Anglutan Jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas,



. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
J thKl (Lembaran

Lingkungan insi Jawa

Negara Republik ; in Tahun 1950 Nomor 24,

Berita Megara Republik Indonesia Tangaal 8

Agustus Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenfang
Hulkum Acara Pidana ([.emharan Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

i Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang

L,anmmdan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tihunm 1992 Nomor 75.
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3430);

. Undang-Undang Nomor 23 talun 1997 tentang
Peagelolaan Li an Hidup (Lembaran Negam
Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

5 Endang—umhn% N 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan n:ggm ] telah diubah
dengan Undang-undang Nomor £ Tahun 2005
(Lembaran N )

Indoncsia Nomor 4548),

3 UmE-Undmg Nomor 38 Tahun 2004 teniang
Jalan Nega“m lik Indonesia Talun
2004 Nomor 123, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4441).

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993

Alm]mun Jalan (Lembaran Negara

m Tahun 1993 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

0.

Il.

2.

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tabhun 1993
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3528);

Pemmman Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lambaran
Nezare Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 3529); L

Peraruran Pemeriniah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Nezgara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

Perauran Pemerintsh Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Negara Republik Indonesia Talun 2000 Nomor 54,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3953);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1935 tentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Fegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Bamvumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyumas Thhun 1986 Nomor 5
Seri D).

L ]



Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Delam Peraturan Daeroh ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupatn Banyumas.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

i g

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas/Badan/Instansi adalah organisasi perangkat daerah Kabupalen
Danyumas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dibidang
lalu lintas danangiutan jalan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mcliputi perseroan
terhatas, persernan komanditer, persenogn lainnya, badan usaha milik
negara alau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapunm,
persckuman, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau
organisasi vang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya.

oo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

S —

Penguji adalah Seriap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan
dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi
teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang
dinyatakan dengan sertifiknt yang diterbitkan olch Dircktur Jendral
Perhubungan Darar.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.,
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau harang dari suatu tempat
ke tempat lain dengan mengeunakan kendaraan.

Jaringan Transportasi Jalan adalah seranglaian simpul dan/atau ruang
kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk
suatu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu
limtas dan apekutan jalan.

. Jalan adalah jalan yang dipergunaknn bagzi lalu lintas jalan.

Bengkel Umum Kendaraan Bermoior adaiah bengkel umum yang

berfungsi membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan
bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,

. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang

me|akukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor.

Bengkel Tertunjuk adalah benghel umum dan bengkel khusus yang
melzkukan perawatan dan/stau perbaikan kendaraan bermotor untuk
mernenubi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum vang mendapat izin
penetapan sebagai hengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang
kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah kendarazn vang digerakian oleh peralatan
texnik vang berada pada kendaraan itu.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa
rumah-rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping.

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakken oleh
tznaga orang atan hewan,

Kendarann Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan
unmuk dipergunakan aleh umum dengan dipungut hayaran.
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27.

28.

3

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada
kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor
untuk barang yang penganglutannya umuk keperiuan khusus amau
mengangkat barang-barang khusus,

Pengujian Kendaraan Benmotor adalali serangkaian kegiatan penguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tcmpelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuthan terhadap persyzraan teknis dan laik jalan.

Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermolor adalah serangkaian
kegiatan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaraten teknis dan laik jalan,

. Kendarsan Wajib Uji adalah seap kendamaan yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untul
menentukan kelaikan jalan.

. Uji Berkala adalzh pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan

secara berkala.

Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang
akan dihapuskan dan/atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
Bulku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus wji berkala berbentuk buku
berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajibuji.
Mobil Pecoumpang adalah sctiap kendarean bermotor yang dilenghapi
sehanyak-hanyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk
tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi. i
Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari 8 (dclapan) tempat duduk tidak tcrmasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa periengkapan hagasl.

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus,

Angkutan Amtar Kota Antar Propinsi adalah anglutan dari satu kota
ke kota lain yang melalui antar dacrah Kabupaten/Kota yang melalui
lebih dari satm daerah Propinsi dengan menggunakan maobil bus umum
yang terikat dalam trayek.

3.
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33.

3s.

36.

37.

38.

39,

Anglutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari kot ke
kota lain yang melalui antar dasrah Kabupaten/Kota dalam sam daerah
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam
trayek,

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
salu dacrah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan
menggunakan mobil bus unmum atau mobil perumpang umum yang
terikal dalam travek.

Angkutan Perdesasn adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalem sam daerah Kabupaten yang tidak rermasuk dalam trayek kota
yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan
mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam
trayck.

. Angkutan Perbatasan adalah anghkutan kots atau angkutan perdesaan

yang memasuki wilzyah kecamatan yang berhatzasan langsung dengan
Knbupaten atau Kota.

Angkuran Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atan
tujuan tetap, yang melsyani antar jempul pcnumpang umum, antar
Jempue karyasan, pemukiman dan simpul vang berbeda.

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil perumpang yang
diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan
dari pintu ke pin dalam wilayah operasi lerbalas.

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umin yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan
atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
Angkuran Pariwisars adalah anglutan dengan menggunakan mobil bus
umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus unnuk keperluan
pariwisata atau keparluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek,
seperti untuk keperluan keluarga dan social lainnya.

Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang divperasikan dalam wilayah operasi terbatas
pada kawasan tertentu.



40.

da1.

42.
43.

47.

19.

Keretn Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan unfuk

mengangkut barang yang sclureh bebannya ditumpu oleh alat i

sendin dan dirancang untuk ditarik oleh kendarazn bermotor.

Kereta Tempelan adalah snam alat yang dipergunakzn uniuk

mengangkut barang vang dirancang untuk ditarik dan sebagian

bebannaya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarikannya.

Hewan penghela adalah hewan yang digunakan untuk menarik kercta.

FEruJu}m Angkutan Umum adalah peruszhaan yang menyediakan
jasa angiutan orang dan/atzu barang dengan kendaraan umum &

jnlnn.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat
dan menurunkan orang dan / atau harang serta mengatur kedatangzn
dan pemberangkatan kendaraan umum vang merupakan wujud simpul
jaringan transportasi.

Trayek adalah lintasan kendarsan umum untuk pelayapan jasa
anglouran orang rlangan mobil bus, yang mempunyai asal dan mjusn
perjalanzn tetap dan jadwal tetap maupun tidsk berjadwal.

Pool adzlah Tempat untuk istirahat kendarsan, pemeliharaan dan
perbaikan kendaman yang dapat digunakan untuk memaikan dan
menumnkan penumpang.

Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket vang
berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yanz memungkinkan.
Kios adzlah bangunan yang beratup den berdinding yang
dipergunakan untuk memperdagangkan harang dan/atau jasa.
Pedagang menetap adalah pedagang yang menempati lokasi-lokasi
yang telah ditentukan sclain kios di terminal,

BABIl
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peovelenpgaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten

Banyomas, berdasarkan 2zas manfaat, usaha bersama dan

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepemtingan umum
keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri.
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2)

(3)

(1)

]

Maksud diberiakukannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar
hukum bagi penyclenggaraan lalu lintas dan angkutzn jalan di
Kabupaten Banyumas.

Tujuan penyelenggaraan Lalu-lintas dan angkutan jalan adalah untuk
mewujudian lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman,
copat, lancar, tertib dan tcratur, nyaman dan efisien mampu
memaduksn moda transportasi lainnya serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan ekonomi vang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Anglutan Jalan meliputi
komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari
prasarana, sarana, pemakal jalan, lalu lintas dan komponen

(2} Subyek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melipud

(L

Badan atau perorangen.

BAR IV '
MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
Bagian Perfama
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Fasal 4

Unituk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan sistemn latu
lintas dan jalan yang ingin dicapai, terpacu dengan moda transportasi
lain, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan
Transportasi Jalan.



(2) Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didasarksn pada kebumhan mansporrasi,
fungsi, peran, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

(3) Kestentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan
Transportasi Jelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatr dengan
Peraturan Bupati.

Pasal §

(1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, memuar hal-hal sebagai berilaut:

4. Rencana lokasi uang kegiatan yang harus dihubungkan ol=h ruang
laha lintas;

b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan
tujuan perjalanan;

c. Arah kebijakan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan
moda transportasi:

d. Rencana kebutuhan lokasi simpul;

¢. Rencana kebutuhan nuang lalu lingas.

(2) Arah kebijakan sehagaimana dimaksud pada ayar ( 1) huruf ¢, meliputi
penefapan rencand angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan
potensi yang akan dikembangkan.

(3) Rencana kebutuhan lokasi simpul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) busul d, meliputi Rencana Kebuthan Terminal Transportasi
Jalan, Terminal Angkutsn Sungai, dan Stasiun Kereta Api.

(4) Rencana kebutuhan ruang lalu lintss schagaimana dimaksud ayat (1)
burifa, meliputi rencana kebutuhan russ jalan dan jembatan.
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Bagian Kedua .
Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 6

Untuk memberikan peclayanan lalu lintas dan menuniang kelancaran
distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah, Pemerintah Daersh
merencanakan pembangunan dan pemelibaraan jalan dan jembatan,

Pasal T

(1) Setiap orang atan badan dapat membangun jalan dan
pengembangannya scrta meclakukan pemeliharaan dengan
memperhatikan kepentingan lalu lintas dan anglutan jalan.

(2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan
peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 8

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi.

2. Bagian perkeracan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;

b. Bagian bahu jalan vang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan
Jalan;

c. var yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;

d. PFuang dengan ketinggian sekurang-kurangnyn lima meter dan



Pasal 9

(1) Seliap orang atau badan hukum dilarang menggunakan jalan scbagai
ruang lala lintas unmik kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang
dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan kecuali dengan izin Bupati
atau Pejabat vang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) berlaku untuk 1 (san1) kali
kegiatan.

(3) Tatz cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kecmpat
Penggunaan Jalan

Pasal 10

Setiap kendaraan angkutan harang dilarang menggunakan jalan yang tidak
scsumi dengan kelas, daya dukung dan mustan sumbu terberat yang
diizinkan untuk jalanitu.

Pasal 11

Larangan penggunaan jalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dinyatakan dengzn rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 12

(1} Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan Dispensasi
Penggunaan Jalan uniuk kendaraan angkutan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan ketentuan sebagal
berikut:

a. Mobil barang dan/atau kendaraan khusus yang karenz dimensi
dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui;
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b. Kendaraan yang karena beral muatannya melebihi batas muatan surbu
ferberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya,

¢. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek
pada suatu daeral tertentiu;

d. Mobil barang vang membawa muatan yang bersifat darurat,

Bagian Kelima
Pengawasan Penggunnan Jalan

Pasal 13

Unuk menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat
pengangkutan barang oleh kendarazn diluar kemampuan daya dukung jalan
yang bersangicutan, Dinas/Badan/Instansi melaksanakan pengavwasan dan
pemeriksaan kelebihan muatan mobil barang scsuai dengan peraturan
perumdang-undangan yang herlaku.

Pasal 14

Pengawasan dan Pemcriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pesal 13
dilaksanakan pada rempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atan secara
langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi dengan alat pecnimbangan yang
dapat dipindah-pindahkan,

Bagian Keenam
Perizinan

Pasal 15

(1) Sctiap orang atan hadan dilarang memanfaatkan jalan dan/atsu
menggunakan |shan pada Daerah Milik Jalan kecuali dengan izin
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk ;

a. parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang;
b. kegiatan diluar kepentingan lalu lintas;

13



¢. menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung
serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) herlaku unmuk sam kali
kegiatan. :

(3) Tata cara mendapatkan izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur lehih lanjur dengan Peramran Bupati.

BABV
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, serta kelesmrian lingkungan. Pemerintah Dacrah
menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 17

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotwor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, meliputi :

a. Pendataankendaraan bermotor:

b. - Pemeriksaan kendaraan bermoior,

¢.  Pengujian kendaraan bermotor;

Jd.  Pemelibaraan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Bagian Pertama
Pendatzan Kendaraan Bermotor

Pasal 18

Dalam rangka perencanaan, rekayasa dan mansjemen lalu lintas dan
angkutan jalan serta untuk memenuhi kebutuhan data lainoya,

Dinas/Badan/Instansi melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.,
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Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 19

(1) Unmkmmimguhndmmhmmmmidijnm
selalu tetap dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendarzan
bermotor di jalan.

(2) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di
jalan sebegaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri dari:
a. Pemerikssan tanda hukri Tulus uji:

b. Pemerikssan fisik kendaraan bermotor meliputi:
1) Sistem Rem;
2) Sistemn kemmdi;
3) Posisi kincup roda deparn;
4) Badandan kerangka kendaraan;
5) Tata cara pemuatan;
6) Tingkatsuara kiakson;
7) Sistzm lampu-lampu;
B) Pembersih kaca;
9) Kacaspion;
10) Ban;
1) Emisi gas buang,
12) Kacadepandan kaca jendela;
13) Alat pengulur kecepatan;
14) Sabuk keselamatan:
15) Perlengkapan dan peralatan.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan pemenuhan persyaralan (cknis dan laik julan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal |9, wajib menggunakan peralatan
pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa.
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(2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(3)

(1)

(2)

(3)

meliputi:

Alatuji rem

Alatuji emisi gas buang

Alatuji penerangan

Alat timbang berat kendaraan beserta muatannya

Alatuji sistem kemudi dan kedudukan roda depan

Alatuji standar kecepatan

Alatuji kebisingan

Alatuji lainnya yang dibutuhkan

Dalam hal belum tersedianya peralatan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), pemeriksaan persyaratan teknis dan laik
jalan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secars manual.

FmmAAanos

Pasal 21

Pemeriksaan persyaratan teknis dan Jaik jalan kendaraan bermotor di
jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dilakukan olch
Pegawal Neperi Sipil yang memenuhi kualifikasi sehagal tenaga
penguji kendaraan bermotor.

Apabila belum tersedia Pegawal Negeri Sipil yang memiliki
kualifikasi sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor, pemeriksaan
tcknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dapat dilakukzn oleh Pegawai
Negen Sipil yang memiliki pengetahuan tekris kendaraan bermotor
danfatay memiliki pengalaman kerja di pengujian kendaraan
bermotor.

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
Pemerikea wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Megeri Sipil di
lingkungan instansi yang membidangi lalu lintas dan anghutan
jakan,
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(4)

(3)

(L)

2)

(3

(4)

Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Apabila pelanggaran yang dilzkukan menvangkot pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf bangka 1,2, 3, 4 dan angka 11, pemeriksa harus pula
memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagal 11

Setizap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan harus
tetap dalam kondisi memenuhi persvaratan teknis dan persyaratan
ambang batas laik jalan.

Untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan
ambang batas laik jalan, sctiap kendaraan bermotor wajib uji yang
bernperasi di jalan sebapaimana dimaksud dalam ayar (1) harus
dilakukan uji berkala.

Setap kendaraan bermotor wajib uji yang akan diuji harus dalam
kondisi bersih dan siap untuk dilakukan pemeriksaan/pengujian.

Jenis kendaraan bermator wajib uji sehagaimana dimaksud ayar (1) dan
ayat (2} terdint darx:

a. Mobil bus;

h. Mohil perumpang W

. Mobil barang:

d. Kere:ma gandengan dan kercta tempelan;

' e. Kendaraan khusus.
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(5) Keientuan persyaratan teknis dan persyaratan ambeng batas laik jalan
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar whnis
sesuai peraturan perundang-undzangan yang herlaku.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji dilaksanakan
olch unit kerja pengujian berkela kendarsen bermotor pada
Dinas/Badan/Instansi,

(2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan scbagai berikut:

a. Menggunakan fasilitas dan peralaanuji yang tersedia;

b. Dalam keadaan tertentu pelaksanaan uji berkala kendaraan
bermotor dapat dilakukzn dengan tidak menggunakan peralatan
mekanik serta dapat dilaksanakan selain di lokasi pengujizn yang
bersifat tetap;

¢. Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor
yang telah memiliki kualifiknsi ieknis enaga penguji:

d. Apabila belum tersedia tenaga penguji yang telah memlila
sertifikasi tcknis, pengujian dapat dilekukan oleh PNS yvang
memiliki pengetahuan iekois kendarzan bermotor danfatau PNS
vang telah melaksanalan pekerjaan di pengujian berkala
kendaraan bermotor.

Pasal 24

(1) Setiap kendaraan bermoror wajib uji sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (4) yang berdomisili di dasreh harus diuji di unit kerja
pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas/Badan/[nstansi,

(2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang berdomisili dalam Daerah
dapat didaftarkan dan diuji selain di unit kerja pengujian berkala
kendaraan hermotor pada Dinas/Badan/Instansi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat surat persetujuan dan
Dinas/Badan/Instensi,
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Pasal 25

(1) Dinas/Badan/Instansi dapal melaksanakan uji berkala rterhadsp
kendaraan bermotor wajib uji yang berasal dari luar Daerah, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Surat persenyjuan darl unit kerja pengujian berkala kendaraan
bermotor sesuai dengan domisili kendaraan;

b. Sudah berakhir habis masa berlakunya wanda bukti lulus uji pada
saat beroperasi dalam Daerah;

c. Pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan
diwajibkan untuk uji ulang.

(2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan

buruf ¢ dikirim kepada unit pengujian berkala sesinai dengan domisili
kendaraan.

Pasal 26
Terhadap pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), dikenakan retribusi yang besarmya
direrspkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

(1) Pemindahan domisili kendaraan bermotor wajib uji dari luar wilzyah
Kabupaten Banyumas harus mendapat persctujuan terlebih dahulu dari

(2) Pemindahan kendaraan bermotor wajib uji ke luar wilayah Kabupaten

Banyumas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Dinas/Badan/Instansi.

19



a3

(1)

@)

3)

)

(5)

(1)

Pemindahan kendaraan bermwtor wajib uji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayar (2) setelah kendaraan yang bersangikuran
domisili kendarsan.

Pasal 28

Setiap kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan lulus ujl berkala
apabila memenuhi persyaratan feknis dan persyaratan ambang batas
Peretapan lulus uji untuk setiap kendaraan bermotor wajib uji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui prosedur dan
proses penclitian persyaratan administrasi serta prosedur dan proses

pemeriksaan/pengujian persyaratan teknis dan ambang batas laik
jalan sesuai dengan standar teknis.

Setiap kendaraan hermotor wajib ujl yang telah dinyarzkan lulus uji
berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda
uji serta dilengkapi dengan tanda samping.

Ketentuan tanda bukti Julus uji dan tanda samping berdasarkan
standar tcknis yang ditetapkan scsuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
selama 6 (enam) bulan,

Pasal 29
Setiap kendaman bermotor wajib uji sebagaimana dimakeud dslam
Pasal 22 ayat (4) sclambat-lambatnya S (lima) bulan scjak
diterbitkannya Surai Tindz Nomor Kendaraan (STNK) wajib
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2)

(1

€))

S ——

Pengujian berkala yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada syat
(1), dilaksanakan selamhat-lamhatnya 1 (sam) bulan terhitung sejak
saat didaftarkannya kendaraan wajib uji.

Pasal 30

Permohonan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji untuk pertama

kali, kepada Femohon harus membawa kendaraan yang akan diuji dan

mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:

a. sertifikat registrasi uji tipe,

b. spesifikasi teknis kendaraan;

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

d. foto copy KTPbagi pemohon perorangan dan akia pendirian badan
hukum bagi Pemohon berbadan hukum,

Terbhadap permobonan uji berkala, Pemwhon harus membawa
kendaraan vang akan divji dan mengisi formulir yang telah disediakan
dengan dilampiri:

a. Buku Tanda bukti lulus uji lama:

b. Surat randa f2rima laporan hagi kendaraan yang tidak dapat
melaksanakan pengujian berkela pada saat masa berlakunya uji
berakhir;

c foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan
hukum bagi Pemohon berbadan hukum.

Terhadap permohonan perubahan tanda bukti lulus uji, pemobhon wajib

mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri;

a. Buku Tanda Bukti Lulus Uji lama;

b. foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian
badan hukum bagi Pemohon berbadan hukum,

¢ ketcrangan mengenai perubaban-perubahan spesifikasi tcknik

d. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan
spesifikasi teknik.

pa



(4)

)

(1)

(2)

(3)

)

Terhadap permohonan penggantian tanda bukt lulus uji, Pemohon

wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:

a. Mengisi formulir permohonan;

b, Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila
Buku Tanda Bukti Lulas Uji hilang;

¢, foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian
hadan hukum bagi Pemobon berbadan hukum;

d. Buku Tanda Lulus Uji yang masih ada;

e. Membawa kendarazn untuk diuji apabila telah habis masa

berlakunya.

Dalam hal permohonan sehagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan

ayat (4), d.inyzutanleql:ap_ maka dalam jangka wakm 1 x 24 jam
buku perpanjangan, perubchan atau penggantian harus sudah
diterbitkan,

Pasal 31

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, maka petugas
penguji waiib memberitahukan secara tertulis perbaikan-perbaikan
yang harus dilakukan dan wakm serta tempar dilakukan pengujian
ufang

Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang
sebagaumana dimaksud dalamayai(l), tidak dipungut biaya uji lagi.

Apabila pemilik atau pemegarg kendaraan tidak menyetiujui
keputusan penguji sebagaimana dimoksud dalam ayat (1), dapat
inengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan
pemigas penguji yang bersangiuman.

Prm;:man petugas penguji setelah menerima pengajuan permchonan

keberaizn scbagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib meminta
penjelasan dari penguil yang bersangkutan dan dalam jangka wakiu
paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada
pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolak

permohonan keberatan tersebut.
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(5) Apabila permohonan keheratan diterima, maka pm'lpm pengas

peaguji  segern memerintahkan kepada penguji lainmya untuk
melakukan uji ulang dan Pemohon tidak dikenakan biaya uji lagi.

(6) Apabila permobonan keberatan ditolak ateu setelah dilakukan uji
ulang nhwgumam dimaksud pada ayar (3) dan etp dinyarakan mht

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayar (1), yang diuji unmk perrama kali diberikan Surst
Keterangan Penstapan Nomor Uji Kendaraan oleh
Dinas/Badan/Instansi.

(2) Nomoruji kendaraan sehagaimana dimaksud dalam ayat(l), harus
a. Memuat Nomor Kode Wilayah dan Nomor Urut Pengujian ;
b. Dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan.

(3) Ketenman mengenal nomor uji kendaraan berdasarican standar teknis
yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

(4) Nomaor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
selama kendaraan vang bersangiuran masih dioperasikan di jalan.

(5) Apabila nomor uji kendaraan pada rangka landasan kendarsan sudah
rusak atau tidak ditermukan, dinas dapat memberikan nomor wji
kendaraan ulang dan/atau nomor uji baru setelah melalui proses

Pasal 33

(1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang tclah mendapat bulti Tnlus
uji harus melaporkan secara tertulis kepada unit kerja pengujian pada
dinas yang memberikan buk ulus uji apabila:
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(2)

3

4

a. ‘lerjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak
dapat terbaca secarn jelas,

b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih
dtari 3 (tiga) bulan ke wilavah lain:

¢ Mengubah spesifikasi ieknik kendaraan bermotor schingza tidak
munihgid:ngmdahmmdamdalmhﬂulumsuji:

d. Mengalihkan pemilikan kendaman bermotor sehingga nama
pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tereantam dalam buku lulus
uji;

¢. Fada saat masa berlakunyz uji kendaraan herakhir, tidak dapat
melakukan uji berkala dergan menyebutkan alasan-alasannys.

Buku uji schagaimzna dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dicabut

apahila:

4. Kendarean diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi
dengan data yang ada pada bukm uji kendaraan vyang
hersangiutan;

b. Kendaraan dicperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga)
bulandi luar Daerah;

c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik ridak
sesuai lagi denzan yang tercantum dalam buku uji.

Pemilik kendaraan yang bukn ujinya dicabut sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat diberikan buku uji dan tanda uji baru seiclah vang
bersanghutan melakukan uji berkala sesnal dengan ketentuan yang
berizku.

Tanda bukli lulus uji kendaraan bermotor sebagaimara dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut

apabila :

a. Sudah habis masa berlakunya dan/atau tidsk melaksanaian
pengujian kembali;

b. Melakukan perubahan kendaraan bermotor sehingga tidak sesuni
dengan standar (eknis yang t=rcantum dalam buku uji yang telah
diterbitan;

(3)

(6)

(L)

¢ Kendaraan bermotor menjadi ridak memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan disebabkan perubahan teknis karena kecelakaan
maupun hal-hal lain yang menyebabkan kendaraan tidak sesuai
dengan persyaratan teknis dan laik jalan,

Setzap pemilik kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (4) yang melakukan penggantian mesin kendaraan
bermotor dengan memakai merk dan tipe yang sama wajib terlebih
dahulu mendapat pengesahan penggantian mesin kendaraan bermotor

Surat pengesahan penggantian mesin kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (), diberikan setelah melalui
prosedur dan proses penelitian serta pemeriksaan fisik oleh petugas
penguji.

Pemilik kendarsan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (5) setelah

mempercleh surat pengesahan wajib melaporkan kepada :

a. Kantor Sistim Administrasi Manunggal Samu Atap (Samsal) sesuai
dengan domisili untuk dilakukan penyesuaian administrasi Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan
Bermotor (BPEB);

b. Unit kerja pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan
domisili untuk dilakukan penycsuaian administrasi buku uji dan
Kartu Induk Pemeriksaan.

Paragraf 2
Penilaian Teknis

Pasal 34
Penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor dilakukan untuk
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(¥4 K:pcnﬂngmt:ﬂmmthinnmrﬁnﬂsudpamm{n,mﬂipuﬂ:
a. Kendaraan bermotor yang ekan dilakukan penghapusan
berdasarkan perafuran perundang-undangan yang berlakou;
b Kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk
i ran kejadian kecelakaan lalu lintas;
c mmmmﬁmg&m kecelakaan lalu linras unmk
kelengkapan berkas penyidikan oleh instansi yang berwenang ;
d. Kepdaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan
khusus.

(3) Penilian teknis dilakukan melalui proses pemeriksaan yang rerdiri
dari:
a. Pemeriksazn dokumen kepemilikan, kelaikan jalan dan dokumen
lainnya yangada; i
b. Pemeriksazan teknis/fisik kendaraan bérmotor yang meliput:
1) konstruksi landasan dan bagian-bagian/komponen serta
kelengkapan pendukung lainnya, \
2) konstruksi badan kendaraan dan bagian/komponen scrta
kelengkapan pendukung lainmya.
¢. Prossdur dmﬂmmspmwriksunberdamrkan standar teknis.
d. Pemeriksaan teknis dilaksanakan cleh tenagz penguji kendaraan
bermotor.
e Hasil pemeriksaan t=knis/fisik dilakukan cvaluasi dan analisis
untuk penetapan penilaianteknis.
f. Penilaian teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Insiansi.

(4) Penctapan penilaian teknis disampaikan kepada pemilik kendaraan
bermotor wajib uji yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendargan Bermotor

Pasal 35

(1) Untuk mesnjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan bermotor harus
dilakukan pemeliharazn, perawatan dan/atau perbaikan.
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wmum atau bangimllﬁummmlﬂ:mﬂiﬁ izin

BAB VI
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Pertama
Hngrmdnnmna&rjahncqnhnnKEH:hmMuLm

Pasal 36

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah
lamDml' menetapkan program dan rencana ketja pencegahan kecelakaan
intas.

Pasal 37

l::'mFu.mf"rum::nl dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 36,

Pembinaan kesclamatan lalu lintas bagi pﬁmﬁm jalan; .

[mrisasidznmmiﬁmmamhmwmhm:hhmlﬂulimm;

Analisis terjadinya kecclakaan lalu lintas:

Emmmmmimmmmmmkmhhm
u lintas;

e. Pembangunan dan pengadasan prasarana dan egahan

kecelakaan alu lintas; e
[.  Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakst umum,

Sk

Pasal 38

(1) Dalam penyusunan program dan reocena keria ahan
kecclakaan lalu lintas, Pemerintah Daersh dmtmgbuﬁm
a. Peromangan stau Badan :
b. Satlantas Polres;



c. Organda;

d. PT. AsuransiJasa Raharja;
¢. Rumah Sakit;

f. Palang Merah Indonesia;
g. Organisasi lainnya.

(2) Pemerintah Dacrah waijib mnj'ﬂdilhn sarana penanggulangan
hmhhanhlulnmmwkmmwlnﬂm
Pos-pos pelayanan keselamatan lalu fintas;
b. Alatkemunikasi;
c. Kendaraan Ambulance;
d. Kaadaraan Derek;
€. Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Bagian Kedus
Penderckan

Pasal 39

Unmuk menghindari terjadinys hambatan dan pangguan lal lintas akibat
terjadinyn kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mergalami
kerusakan teknis, diselenggarakan penderckan kendaraan bermotor.

Pasal 40

{i) Penderekan kendaraan bermotor sehagaimana dimaksud dalam Pasal
39, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Deerah, Badan Hukum

atau Perorangan.

{2) Penderckan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan
Hulkum atau Perorangan, wajib dengan lzin Bupati.

(3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas
permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atan atas perintah
Dinas/Badan/Instansi.
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Pagal 41

Penderckan kendaraan bermotor dapat dipungur hayaran besarmyn
ditetapkan berdasarkan: e

a. Jarak tempuh;
b. Jeniskendaraan vang diderck,

Pasal 42

(1) [zin penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) berlaku selama perusahaan terscbut masih melakulan
usahanya dengan keteotuan setiap 1 (salu) tahun sekali wajib di daftar
ulang.

(2) lzin usaha penderckan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2), idak dapat dipindahtangankan kecuali dengan
izin Bupati.

(3) Pemilik izin usaha penderekan kendaraan bermotor wajib memenuhi
semua ketentuan yang tercantum dalam izin.

(4) Terhadap permohonan izin usaha penderskan kendarasn bermotor
dikenakan retribusi;

(3) Besarmya Rerribusi lzin Uisaha Penderekan Kendaraan Bermotor
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Tara cara unwk memperoleh Izin Usaha Penderekan Kendaraan



BAD VII
PEMBINAAN PEMAKAT JALAN

Bagian Pertama
Pendidikan Mengemudi

Pasal 43

Penyclenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan
unituk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor
untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta
berringkah laku dan bermental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 44

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.,

Pasal 45

Untuk mewujudkan mjuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 43,

Dinas/Badan/Instansi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pendidikan mengemudi yang meliputi pengamhan, bimbingan dan

ketentuan t=knis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

a. Penyediaan fusilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan
mengajar yang memadai;

b. Penyedinan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk prakick
mengemudi; !

c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor yang mnuh
persyaratan teknis dan laik jalan untuk prakick lathan mengemudi
yang dilengkapi dengan :
1) Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan
2) Rem tambahan yang dioperasikan olehinstrulur,
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(2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendarsan bermomr
acb&g!immdimikmdpadaaﬂtﬂl.ihpﬂdﬂahmnhnnhhbml
umnum atau bengkel khusns yang telah memilild izin.

BAB VI
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALY LINTAS

Bagian Pertama
Pmmﬂmdnnlmuumjnwnnmnmlmum

Pasal 36

Untuk menghindari terjadinya kecclakazn lalu lintas di jalan, Pemerintah
Dacrah menetapkan program dan rencana kerja pencegahan kecelakaan
Ialu lintas,

Pasal 37

Program dan rencana kerja schagaimana dimaksud pada Pasal 36,
meliputi:
a. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan;
b. Inventarisasi dan Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu liotas;
Cc.  Analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas:
d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan
lalu lintas;
e Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarann pencegahan
kecelakaan lalu lintas;
f. Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat wmum.
Pasal 38
(1) Dalam penyusunan program dan rencana kerja pencegahan
kecelakaan lalu lintas, Pemerinteh Daerah dapat melibatkan :
" a. Perorangan atau Badan ;
b. Sarlantas Polres;
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(2) Pemeriniah Dacrah wajib menyediakan sarana penenggulangan
kecelakaan lalu linras sekurang-kurangnya meslipuli :

Pos-pos pelayanan keselamatan lalo lintas;

Alat komunikasi;

Kendaraan Ambulance;

Eendaraan Derek;

Alat Pertolongan Pertama Pada Keeclakaan (P3K).

poapos

Bagian Kedua
Penderckan

I'asal 39

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu finfas akihat
terjadinya kecelakaan dan/atau karcna kenderaan bermotor mengalami
kerusakan teknis, diselengparakan penderckan kendarsan bermotor.

Pasal 40

(1) Penderckan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah, Badan Hukum
atau Perorangan.

(2) Penderekan kendaraan bermotor yeng disclenzzarakan olch Badan
Hukum atau Perorangan, wajib dengan Izin Bupari.

(3) Penderckan kendarsan bermotor hanya dapat dilakukan ates
permintaan pemilik kendarasn bermotor dan/atau atas perintah
Dinas/Badan/Instansi.

2R
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3) Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus unmuk
instruktur.

d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdid dari muta
pelajaran tsori dan prakick meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan
jalan;

2} Pengetahuan praktis mengenai teknik dasar kendaraan bermotor
kecelakaan lalu lintas dan periolongan periama pada kecelaksan
serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;

3) Prakick mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan prakick;

4) Prakek mengemudilkan kendaraan bermotor dalam berlalu linras di
jalan;

5) Praktek perawatan kendaraan bermotor.

e. Persyaramanuntuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
f. Persyaratan instrukmur pendidikan mengemudi.

Pasal 46

Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat meaerbitkan surat tanda lulus

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 47

Unwwk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah
Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemuidi angkutan umum.

Pasal 48

(1) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam
IFﬂsaHS dzpm;ﬁ.ﬁmtmm:hlul;

I:r andldlh.ndmlaﬁi:m,
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¢. Pemilihan Pengemudi Anghutan Umum Teladan.

(2) Dalam pelaksanzan pembinaan pengemudi aughutan umum,
Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan:
a. Satlantas Polres;
b. Organda;
¢. PT. AsuransiJasa Raharja;
d, Organisasi Pengemudi;
e. Organisasi Non Pemerintah;
f. Badan atau Perorangan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 49

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintzh Dacrah
merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang
meliputi:

a. Tromar;

b. Jembatan penyeberangan dan rempat-tempat penyeberangan,

¢. Tempat-tempat menunggu/danatau pemberhentian kendaraan

Pasal 50

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimzksud Pasal 49, dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlain.
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BAB VIll
TEKNIK LALU LINTAS

m‘ I H m
Mansajemen Lalu Lintas

Pasal 51

Untuk kegiatan penyelenggaran lalu linias yang aman, nyaman, tertib,
lancar dan selamar serta efisien, Pemerintah Dzerah merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.
Pasal 52

(1) hkm sehagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi
a. g;;lau:m dan evaluasi tingkat pelayanan dan penmasalalian lalu
lintas pada tiap-tiap jaringan jalan:
h. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
¢. Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
d. Penyusunan rencans dan program dan;
¢ Survey lamnva.

(2) Unmik melaksanakan perencanaan sehagaimana dimaksud pada syat
(1), Pemerintah Daerah melakukan survai lalu lintas yang terdiri dari:
a. Survai asal tujuan;
b. Survai perhitungan lalu lintas:
¢ Survai waktu tempuh.

(3) Survai lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dileksanakan
minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 53
(1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasel 51, adalah
kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas
jalan tertenm yang meliputi :
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a. Penctapan rute atau trayek angkutan penumpang umuim;
b. Penectapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
¢ Penstapan sirkulasi lalu lintas.

(2) Penctapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf ¢, meliputi ;
a. Penstapan lalu lintas sam arah atau dua arah,

b. Penstapan pembatssan masuk sebagian dan amu sefurub
kendaraan;

¢ Penetapan larangan herhenti dan atau parkir pada tempat-tempat
terteniu;

d. Penctapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;

e. Pembamsan Muatan Sumbu Terberat (MST) bagi ruas-ruas jalan
tertentu.

(3) Pengaturan dan penetapan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
(2), dinyataken dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan
:'mmalnlpnmbmmmlalutmm

Pasal 54

Pengawasan falu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi
peméentauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pengaturan dan pensfapan.

Pasal 55

Pengendalian Ialu lintas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi
kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan werhadap
ketentuan yang telah ditctapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam
pelaksanan pengamiran dan penetapan lalu lintas.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu fintas direrapkan dengan
Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 57
(1) Dalam rangka pelaksanasn
= hmﬁm F;quimhmmmmm

pemasangan perlengkapar jalan dan fasilitas pendulaung.

(2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayal (1), terdiri dari:
a. Rambu-rambu lalu lintas;

b. Marka Jalan;

¢. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

d. Alat Pengendali dan pengaman pemakai jalan;
¢. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.

3) fmhmwmm:;agzmmmmmtm , terdiri dari:
Tempat pej berupa trotoar, tempat penyeberangan
dinvatakan dengan marka jalan, rambu-rambu, ]mlhamﬁ
ierowangan penyeberangan;

b. wmmm’ﬂjmmmwmm
c. Halte;

d. Tempat istirahat (Rest Arca);

€. Penerangan jalan.

Pasal 58

(I) Agar penyelenggarazn perlengkapan jalan dan fasilitas pm:lnmg
d!lz]mmkau secara terarah tgpadmj m;muuhl



(1

()

3)

@

Pasal 29

fasilitas pendukung harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

Setiap orang atau badan mmngmpeim,mmngmam
yang menyerupai menambeh ataun arti, merusak dan
Bupati atan Pejabat yang dimmnjuk.

Setiap orang atau badan dapat mcmasang rcklame pada fasilitas
pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mendapat izin dari Bupari
atau Pejabat vang ditunjuk.

Setiap orang aiu baden dilarang memasang benda-benda atau alat
perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan
kecelakaan lalu lintas kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat

Bagian Ketign
Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 60

Untuk menghindari terjadinya dampak lalu lintas akibat terjadinya sistem
kegiaran pada guna lahan terenm, dilakukan analisis dampak l2io Hintss,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Analisis mengenai Dampak
Linglungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UFL).

Pasal 61

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Linias ditetapkan sesual dengan
peraturan perundang-undangsn yang berlaku.
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Bagian Keempat

Pasal 62

(1) Unmuk keamsnan, kelancaran, ketertiban dan kesclamatan lalu lintas,

(2)

(3)

(1)

:;Emuhﬂmmh:hpumdnhhnpcmhﬂdmk:ndmnm
1]

Pemindshan kendarzan bermotor schagaimana dimaksud aya (1),

dilakukan dalam hal:

8. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejehatan;

h.mmbwh:n&muwhrpadammaﬁmm
mhm yang dinyatakan mavpun tdak dalam rambu-ramby

L -

c Kmdumsn yang disimpan dijalan schingga jalan berlungsi s=hagai
garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;

d. Kendaraan yang ditinggal oleh pemiliknya di jalan selama satu kali
dua puluh empat jam (1 x 24 jam );

€. Menggunakan ruang parkir atau tempar parkir umum lebih dari
sai kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) tanpa alasan yang dapat
dipertarggungjawabkan schingga dapat menimbulkan kerugian
bagi pemakai jalan lainnya.

Pemindahan terhadap kendarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Instansi.

Pasal 63

Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62, disclenggarakan dengan memperhatikan hal-hal

scbagai berikut;

a. Pemindshan kendarsan dilakukan dengan menggunakan mobil
Derek yang sesuai dengan peruntukkannya;

b. Tersedia arcal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
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c. Adanya jaminan keainanan,

2) Mobil derek sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufa, harus dilengkapi
dengan
a. peralaan teknis penderckan baik bersifat mekanik maupun
mamtal;

b. alat pengaman berupa lampa isyarat (rotor) dan isyarat bunyi
(sirene);

¢ dioperasikan oleh operator derck yang memiliki kecakepan atau
kemampuan teknis penderekan.

)  Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimakeud
pada ayar (1) hurnf b, berupz lspangan parkir yang dibangun secara
khusus dan atau tempat penyimpanan yang dierapkan oleh
Bupati,atau pejabat uang ditunjuk, dilengkapi fasilitas pendukung dan
system keamanan yang memadai.

(4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf o

sebagai berikut:

a  Pemindahan dilakuksn oleh petugas dengan tanda atau dengan
seragam yang lengkap;

b. Pemindahan kendaraen diusahakan diketahui atau disaksikan oleh
pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;

c.  System informasi pemindahan kepada pemilik;

d. Beritaacara pemindahan penyimpanan;

e. Pemindahan diusahakan dengen memperkecil resiko dan atau
kerusakan serts kehilangan perlengkapan zkibat proscs

penderekan;

f. Mobil derck harus Icbih besar atau lebih kuat daripada kendaraan
yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi dan ukuran maupun
daya mesinnya (Power Engine);

g. Pemindahan kendaraan yang melanggar keentuan berhenti
dam/atau parkir dilakukan kepada pemilik atau pengemudi untuk
memindahkan kendarasnnya ketempat aman, dan apabila dalam
wakiu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atan
tidak kendaraan dilakukan pemindahan atan penderekan.

£

Bagian Kelima
Parkir unfuk Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraph 1
Parkir untok Umuam

Pasal 64

(1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau
dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir,

(2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan
dan atau pada dserah milik jalan, dacrah pengawasan jalan yang
merupakan satu kesaluan wilayah latu fintas dan angkutan jalan.

3 Pﬁ@tlnmmm:hrmkummd:ugmﬂsmmkhmush:mpa
g:clfungpnrﬁrdanauummauparh‘rtﬁhmmmm—pwm
kegiatan, lawasan pendidikan atau ditcmpat-tempat lain yang
ditetaphkan peruntubanmya.

Pasal 65

(I) Setiap pengguna jase parkir dengan menggunakan fasilitas unwk

mm@baaﬂmdiﬂmdmhmhm&wa},ﬁtmﬂan

(2) Besarnya retribusi jasa parkir untuk kan
parkir umum ditetapken dengan

Pasal 66
(1) Penyelenggaraan parkir wntuk umum di badan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilaksanakan dengan
memperhatikan : g
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a. Jalon yang digunakan merupakan jalan lingkungan;

b. Satuan Ruang Parikir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Rnxgln,
jenis jemis kendarsan dengan konfigurasi arah parkir sejajar,
serong 15°, serong 30°, dan scrong 45°; :

¢. Dinyamkan oleh rmbu-rambu peruntukan pakir dan marka jelan.

(2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau
Dacrah Pengawasan Jalan sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (2),
dilaksanakan dengan memperhatikan : . )
a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir
diatur sedemildan rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan,
gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan

b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan
perlengkapan jalan.

Pasal 67

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan dengan fasilitas khusus

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikur:

@. Tempat parkir harus merupakan bagian atsu didukung dengan
manajemen lalulintas pada jaringan jalan sekitarnya,

b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat
kegiatan;
s&mmwmmﬁm-mmmmﬁbmmm
atau nomor Jantai, nomor lajur dan marka jalan;

d. Analisis Mengenai Dampak Lalu-lintas.

Pasal 68

(1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh
Pemerintah Dacrah.

Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung
© parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha pariar untuk umum
secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas

40

(3) Usaha parkir unfuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dapat disclenggarakan olech Pemerintah Dacrah, Badan Hukum atan
Perorangan.

Pasal 69

(1) Usaha parkir untuk umum scbagaimana dalam Pasal 68 ayat (2), yang
diselenggamaiian oleh hadan arau perorangan dilaksanakan setelah
mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagzimsna dimaksud pada ayat (1), berlaku selama usaha
tersebut masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali

wajih melaporkan kegistan usshanya secara terulis kepada Kepala
Dinas/Badan/Instansi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipindahtangankan.

(4) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagzimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl.

Paragraf 2
Bonglar Muat Barang

Pasal 70

(1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan hongkar muat barang yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dalam kegiatan lalu lintas dan
anghutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetspkan

(2) Tempat-tempat yang ditctapkan peruntukannya scbagaimana dimaisud
pada avar (1), sebagai berikur:

- @. Runs-rues jalan yang ditctapkan sebogai lokasi bongkar muat
barang;
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)

€]

(1)

(@)

(1

@)

(3)

Lokasi perdagangan dan incdustri serta pergudangan;
- atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara
khusus;
d mmmmammnjxmjalmmm:
e. Terminal barang.

=

Setiap orang atau badan dilarang meclakukan bongkar muat barang
ranpa izin dari Bupari arau Pejahar yang dimnjuk.

Femegang izin wajib mematwhi dan melaksanakan keteatuan-
ketentian yang diatur dalam izin bongkar muat harang ..

Pasal 71

Pemberian izin bongkar muat berang didasarkan atas pertimbangan:
a. Dampak minimum erhadap kelancaran dan ketectiban lalu lintas
dan angkutan jalan;
b. Tidak menimbulkan kerusakan jelan dan merugikan pemakai
jalan lainmya.
Wik melaksannkan bongkar mwmat barang disesuaikan dengan
tingkat pelayanan kalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh
Dinas/Badan/Instanci.
Pasal 72

Izin bongkar muat barang berlaku untuk | (satu) kendaraan angkutan

barang dengan jangka wakru G (enam) bulan, dan dapar diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan unmk perpanjangan izin disampaikan paling lama 14
(empat belzs) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Irin sehagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) tidak dapat

—

(4) Tala cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Passl
70 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BAB IX
PEMBINAAN ANGEUTAN

Bagian Pertama
Angkutan Orang
Paragraf 1
Anglkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 73

(1) Untuk mewujudkan penyelenggarazn angkutan orang vang handal,
efisien dan efektif, periu disusun Sistem Pelavanan Angkutan Orang
sccara terpadu.

(2) Sistern Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dizrahkanpada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 74

Angkuran nrang dengan kendaraan bermotor adalah
a. Angkutan dengan kendaraan umum;
h  Angkutsn denganmobil barang.

Pasal 75

(1) Angkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 74 uruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil
penumpang yang dilayani dalam :
a. Trayek tetap dan teratur;
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b,

Tidak dalam rayek.

(2) Anglutin orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud

(3)

(1)

(2)

pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Angkutan Kota;

b. Angkutan Perdesaan;

¢. Angkutan Perbatasan;

d. Angkuotan Khusus.

Anglutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam troyek
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah -

a. Angkutan Taksi;

b. Angkutan Sewa;

c. Angkutan Pariwisata;

d. Angkutan Lingkungan.

Pasal 76

Angkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berilut:

2. Ruang muatan dilengkapi dengan dindin tinggi
sckurang-kuranenya 0,6 m; AR

b. Tersedia luas lantai, ruang muatan sckurang-kurangnya 0,4 m2
Per penumpang;

c. Dilengkapi dcn,gan alat komunikasi antara pengemudi dengan
penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan
penyekat tembus pandang entara ruang pengemudi dengan ruang
penumpang;

d. Memiliki dan membawa Surat Keterangan Mohil Barang
Mengangkut Peaumpang (SKMBMP).

Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penu

ﬁn@mmmm(l]mumﬁnﬁ

imas/Badan/Instansi.
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(3) Penganghutan crang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah yang sarana transportasinya
belum memadai.

Paragraf 2
Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi
Pasal 77

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkitan umum dalam trayek tetap
dan teratur, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan

angkutan yang ditctapkan dalam Jaringan trayek den wilayah operasi.
Pasal 78

(1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, memust hal
hal sebagai berikut-
a. Kodetrayek;
b. Lintasanpelayanan atau rute yang harus dilayani;
¢. Jumiah armada yang diizinkan tap-tiap Jaringan trayek;
d. Immm,mmﬁnmmmi

e. Terminal asal dan tujuan.

(2) Wilayzh operasi schagaimana dimaksud Pasal 77, memuat hal-ha
sebagai berikut:
a. Ruang lingkup wilayah pelayanan;
b. Jumlah armada dan warna dacar kendaraan.



8))

@

(1)

)

Fasal 79

Penctapan jaringan trayek dan wilayah operasi yang merupakan hasil
perencanaen dilakukan berdasarkan hasil survai dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebutnhanangkutan;

b. Kelas jalan yang sama dan / atsu lebih tinggi;
C. Tipe lerminal yang sama dan/ atau lebik tinggi;
d. Tingkst pelayanan jalan;

€. Jenis pelayanan angkutan:

f. umum ([ala reang;

-4

Untuk kepentingan perencanaan schagaimana dimaksud pada ayar
(1), Fl:mnmh Mmmmmmwhm lintas (survai
asal dan tujuan) sekurang-kurangnya satu kali dalam § (lima) tahun
dan evaluasi pelayanan angicutan setiap tahun,

Pasal 80

Terhadap perencanaan dan cvaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Bupati: ;

" jaringan trayek Antar Kota Antar i;

" il e DA R A B T
c mm trayek dan wilayah operasi yang sepenuhnya
d. Melakukan kerjasama transportasi antar wilayah Kota/

Jaringan trayek dan wilayah operasi wksi vang ditetapkan
sebagaimna dimaksud pada ayat (1) hurf ¢, diumumkan/
disosialisasikan kepada masyarakat.
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(3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten

schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam

keputusan bersama yang meliputi:

a. Perencanaan, penetspan jaringan trayek danwilayah operasi taksi di
daerah perbatasan;

b. Penetapan pembagian slokasi, pengadasn dan angkutan untuk
masing-masing daerah;

¢. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan:

d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;

e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 81

Perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi diamur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan

DPRD.

Paragraf 3
Pengadaan Kendaraan

Pasal ¥2

(1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi yarg telah mendapat

penetapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1),
dilaksanalan realisasi pengisian atan formasi pelayanan angiutan
dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan perunfukanaya
untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi.

(2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya sehagaimana dimeksud

padn; avat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype, warna dauu
kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan wayek masing-

masing.
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(3) Setiap orang dan badan yang akan mengisi formasi
g pelayanan
mmhbmmhmmmmdmmidmn
peruntukannya.

Paragraf 4
Perizinan
Pasal 83

(1) Setiap orang atau badan yang akan herusaha dibidang angkutan
umum, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang dirunjuk,

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a, lzin Usaha Angkutan:
b Izin Trayzk;
¢. Irzin Operasi:
d. IzinInsidentil;

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke
pemobon dikenalen retribusi. N eREge

(4) Ketm lebih lanjut mengenai besamya retribusi sehagaimana
dmhudpndaajuﬁ}ditmaphndmgm&mmnﬂmmh.

Pasal 84
(1 mmmanghnmm : wsebagnm'mn dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
a, izin me usaha dibi
dan/ arau barang. i
(2) kmmmmmmmmmmmdmwm berlaku
selannpcnuahamﬁﬂgkutmmmasihnrinkuhnusahm.
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(3) ia.hadi bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

usaha angkutan lintas batas Negara;
usaha englutan AKAP;
usaha angkutan AKDP;
usaha angkutan Kota,

usaha angkutan perdesaan;
usaha angkutan perbatasan;
usaha angloutan khusus,
usaha angkutan taksi;

usaha angkulan sewa;
usaha angkutan pariwisala;
usaha anglkutan lingkungan;
usaha angkutan barang.

(%) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati atau pecjabat yang
ditunjuk.

mETTEFR MO QR OPR

(5} Sefiappemegang Izin Usaha Angkutan wajib :

a. Merealisasikan kegiatan dan/atau pengadaan kendarsan paling
lambat 6 ( enam) bulan scjak tanggal diterbitkannya izin usaha;

b. Melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

¢ Melaporkan apahila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili
perusahaan;

d. Melaporkan danfatau mendaftarkan kendaraan yang digunakan
kepada Bupati ntau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Kartu
Izin Usaha Angkutan ( KIUA) untuk tiap-tiap kendaraan.

(6) Kartu [zin Usaha Angkutan ( KIUA ) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢, berfungsi sebagai alat kontrol dan laporan kegiatan usaha,
serta harus dibawa di kendarsan dan diperlihatknn kepada perugas jika

" dilakukan pemeriksaan.



Pasal 85

(1) lzin trayek sehagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b,

3)

@

)

(6)

(1)

adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan angkutan dalam
tetap dan teratur. g

Izin trayek sehagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b,
memperhatikan aspek teknis dan laik jalan dari kendsraan yang
hersangkutan.

17in Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b
tidak dapat dipindahtangankan kecusli dengan izin dari Bupali atau
Pejabat yang ditunjuk.

Penerbitan izin trayek dilengkapi dengan Kartu Pengawasan scbagai
kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin

Kartu pengawasan scbegaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
selama 1 (satu) tahun,

untuk ti2p-tiap kendaraan yang barus dibawa oleh pengemudi pada
afmmmﬂhnﬂandipﬂlh&ankcpadapemgmjih
dilakukan pemeriksaan.

Pasal 86

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf ¢
adalah izin unuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak
dalam trayek.
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———————

(2) Penerbitan [zin Operasi dilengkapi Kartu &mmm

(3) Izin Operasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. [zin Operasi Taksi;

(d}Masahurlahlirjllemsiselamifﬁnn}demdapu

diperpanjang unuk jangka -m.km_m sama, dengan tetap
memperhatikan aspek teknis dan laik jalan dari
bersangkutan.

Pasal 87

(1) Izin Insidentil sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (2) haruf d adalah izin

yangdabmhnkepmapemmhnnangmnmtclahmumhm
uayekmml:mmgmkmtmﬂnmnbcrmnmrmmympmgdm

(2) Izin Insidentil sebagaimana cimaksud pada ayal (1) hanya dapat

diberikan untuk kepentngan:

a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu
(angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutman haji,
angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, angkutan
transmigrasi, angkutan lenaga kerja, angkutan wisata dan lain-lain

vang sejenis); : J
b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

(3) Izin Insidentil hanya diberikan unwk satu kali perjalanan pulang pergi

dan berlaku paling lama 14 (cmpat belas) hari.

(4) lzin Insidentil hanya diberikan oleh Dinas/Badan/Instansi scsuai

domisili perusahzan angkutan, unk izin insidentil yang melayani
' mkmmmmmi,mkmmmtm

3l



- Pasal 88

(1) lzin Ussha Angkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
apabila :
a. Kegiatan usaha angkutan tidak dilaksanakan;
¢ Tidak melaksanakan daftar ulang tepat pada wakmunya;

@) mwfhmﬂmminmﬁ:ﬁnmm
mendapatkan izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 89

(1 llmtmmmmmmmm, kelayakan usaha
dan mghmhrku lnmnmghm.n teq:dnm kecelakaan akibat
mmMﬁMMWMEMM
mmwwmmumuwnm
umum,

2) Pumjlananhagmmmtsudpadnnmm.cﬁhmm:
4. Atas permintaan pemilik kendaraan dengan mempertimbangkan
aspek teknis dan ekonomis kendaraan;

b. Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan
teknis dan ekonomis kendaraan, Ropek
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Pasal 90

Peremajaan  kendaraan scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 89

2. Jumlah armada jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar
kendarsan pengganti harus sama dengan kendzraan yang diremajakan;

b. Percmajaen dilaksanakan seielah dilakukan penghapusan atau
pemusnahan kendarsan lama, aspebila kondisinys sudah tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan
status kendaraan dari kendarmaan penumpang menjadi kendaraan
barang disertai penghapusan dokumen aztau surai-surat kemdaraan
lama.

Pasal 91

(1) Atas permintian pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapal
melakukan penggantian kendaraan umum.

(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayut (1), dilakukanapabila :
a. Kendarnan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan
lagi dioperasikan dan atau kendaraan hilang:
b. Terjadinya peralihan travek; ;
c¢. Pengoantian kendaraan dengan kendarzan yang lebih bak dar
kendaraan semula.

Pasal 92

penghapusan kendaran bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah
Pasal 93

Berdasarkan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu
inas dan angkutan jalan, peremajaan, penggantian kendaraan dan
penghapusan diarahlan pada penggunaan sarama angkutan massal secara
bertahap.
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Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan peremajaan,
penggantian dan penghapusan kendaraan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupat.

Paragraf 6
Pool
Pasal 95

(I) Pengusaha angkutan wajib menyediakan fusilitas penyimpanan atau
pocl kendaraan bermotor.
Pnaol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. Tempatistirahat kendaraan,
b. Tempat pemeliharaan dan,
¢. TPerbaikan kendaraan.

(2) Setiap pool harus memenuhi persvaratan sebagai bertkut:
a, Memiliki kapasitas parkir yang memadsi sekurang-kurangnya 5

(lima) unit bus ;

b. Jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
c. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool,
dengan kKetentuan :

1) Panjang Jalan masuk keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) meter;

2) Lebar Jalan masuk keluar (akses) pool sekurang-kurangnya 5
(lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan
dengan mudah;

3) Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk kelvar kendaraan,
schingga kendaraan yang masuk keluar pool mempunyai
ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan /
kecepatan;

4) Memasang Lampu kelap kelip (flashing light) warna kuning
pada lokasi scbelum masuk dan seiclah keluar pool, apabila
vnlume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

(3) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkar dan/atzu
mmmm apabila sekurang-kurangnya mempunyai

a. Guimg!nnnghunr !

b. Ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;

¢. Tempat parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu
keberangkatan/kedatang

an
d. Tempatibadah;
e. Kamar kecil/toilat.

(4) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus
mememihi persyaratan :
a. Tidak ada pungutan alas penggunzan pool terhadap penumpang;
b. Tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai
Karm Pengawasan.

(5) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pool
wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (6). berlaku selama usaha
terscbut masih berjalan.

(7) Terhadap pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada avat (6), kepada

(8) Besamya retribusi izin pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
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(1)

(2)

3

4

()

(6)

(8

Paragrafl 7
Agen

Pasal 96

Agen hanya berfungsi schagai tempat pemesanan dan/atau penjualan
jasa angkutan umum dan dilarang sehagal tempar pemberangkatan
dan/atan tujuan serta pemberhentian angikutan umum.

Agen sebagaimana dimaksud dalam ayar (1), menjadi anggungjawab
perusahaan.

Agen dapal berada diterminal, pool dan/atau dilempat lain yang
memungkinkan,

Setiap orang atau badan hukum vang mendirikan agen penjualan atau
pemesanan karcis wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

Izin scbegaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama usalha
tersebur masih berjalan.

Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan
remribusi,

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara memperoleh izin dianr

Besarnya Retribusi Izin Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Barang
Pasal 97

(1) Pengangkutan barang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan
mobil barang.

(2) Pengangkutanbarang schagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari;
a. barang umum,
b. bahan berbahaya;
¢. barang khusus;
d. petikemss;
e. alar-alarherat

(3) Pengangkutan harang sehapaimsna dimaksud pada ayat (1) dapar
dilakukan dengan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus
dengan ketenman jumlah barang yang diangkur ridak melebihi daya

_ angkat tipe kendaraan.

(4) Pengangkutan harang dengan menggunakan sepeda moior
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. mempunyai ruang mustan barang dengan lebar tidak melebihi stang
kemudi;

b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 mm (sembilan ratus miali
mieter) dari atas tzmpat duduk pengemudi.

Pasal 98
Angkutan barang terdiri dari:
4 hngb.ttan barang dengan kendaraan uwmum dan kendaraan tidak
b. Ammnhhubwhhqm
¢. Angkutanbarang khusus;
d. - Angkutan Peti Kemas,
¢. Angkutanalatberat,
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(n

@

(1)

(2)

Pasal 99

Anglutan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 huruf a adalah angkutan barang dengan kendaraan
WMWM@MNmmm
dipungut bayaran dan barang yang diangiut adalah bahan atau benda

;‘:i:lﬂﬂﬂmmmﬂ.bmhhm& peti kemas, dan alat

*"‘-_Hshﬂln barang dengan kendaraan ridak umum sebagaimana
kendaraan bermotor untuk menganglkut barang milik perusahaan ateu

Pasal 1)

Angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 98
Mrufhadﬂnhmmnbemmrmmxmngmgkmm
berbahaya dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi

mﬂalf_imbﬁbﬂhayﬂ schagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
a. mudah meledak;

b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada izkanan atau pendinginan
terteniu;

cairan mudah menyala;

padatan mudah menyala;

oksidator, peroksida organik;

racun dan bahan yang mudah menular:

radio akuif;

korosif;

e me an

Pasal 101

1) Angkutan barang kinssus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf
¢ adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang khusus sesuai
! dengan peruntukanmya.

2) Barang khnsus sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. barang curah;

b. barang cair;

¢. barang yang memerlukan fasilitas peadingin;
d. mmbuh-tumbuhan dan hewan hidup;

e. barang khusus lainnya.

Pasal 102

Angkutan barang peti kemas sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf d
adulzh kendarsan bermotor untuk mengangkut peti kemas.,

Pasal 13

Angkutan alat berat scbagaimana dimaksud Pasal 98 huruf ¢ adalah
kendaraan bermotor untuk mengangiur alat-alar berat.

Bagian Ketiga
Tarif Angkutan

Pasal 104

Dalam rangka penvelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan
yang terdiri dari:

a. Tarif angkutan pecnumpang;

b. Tarif angkutzn barang.



Pasal 105

(1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 huruf a, yvang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur
adalah :

a. Tarif ckonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
b, Tarif non ekonomi yang terdiri dari tarif awal, tarif dasar, dan tarif
jarak.

2) Struktur tarf angkutan perumpang yang beroperasi tidak dalam
trayck adalah :

a. larnif taksi, vang terdiri dan tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak ;

b. Tarif angkutan sewa dan angkutan pariwisata ditetapkan atas

dasar kescpakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa
angkutan.

Pasal 106

Tarif angkutan harang sehagaimana dimaksud dalam Pasal 104 hoaruf h,
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia
jasa angkutan,

Pasal 107

1) Besarnya taril angkutan Perdesaan yang sepenubnya beroperasi di
Daerah, ditetapkan berdasarkan perhimngan jarak tempuh dikalikan
tarif dasar dengan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang

2) Tarif angkutan Perdesaan yang beroperasi diwilayah perbatasan,

ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang
terkait dalam kerjasama transportasi.

Pasal 108

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dapat
dilakukan dengan melibatkan :

8. Organisasi angiutan darat;

b. Onganisasi non Pemerintah.

Pasal 109

Besurnya tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati setzlah mendapat
persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB X
TERMINAL

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 110

(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun barang seria
terlaksanakannya keterpaduan intra dan antar moda transportasi secara
lancar dan rertib, Pemerintah Daerah dapat membangun dan
menyelenggarakan terminal.

(2) Terminal sebugaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Terminal penumpang;
b. Terminal barang.

(3) Pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan terminal dilakukan
berdasarkan ketentuan peratursn perundang-undangan yang berlaku.



(L)

)

()

(1)

(2)

Pasal 111

Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan
berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal
dan tujuan;

Perencanaan terminzl schagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a_ Penenmuan | okasi;

b. Penentuan Fungsi dan/atau Tipe Pelayanan;

¢. Penentuan Rancang Bangun, Thta Letak dan Fasilitas Utama serta
Fasilitas Penumjang,

d. Penentuan Sirkulasi Arus [ alu Lintas Kendaraan;

¢. Pengembangan Jaringan Jalan.

Bagian Eedua
Pembangunan

Pasal 112

Pembangunan terminal dileksanakan sesuai dengan perencanaan serta
memperhatikan ketentuan peramran perundang-undangan yang
berlaku

L

Pembangunan ferminal sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukan dengan mempertimbangkan :
. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
Rencana Umum Tata Ruang;
Kapasitas Jalan;

Lalu Lintas;

P mr
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(3

Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemernintah Daerah atan
Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan perafuran perundangan yang
berlaku.

Ragian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 113

Penyelenggaraan terminal dilakuken oleh Pemerintah Daerah, yang
melipuri:

a.
b.

c

ey

2

Pengelolaan;
Pemeliharaan;
Penertiban.

Bagian Keempat
Jasa Pelavanan Terminal

Pasal 114

Jasa pelayanan Terminal terdiri dari:

a. Jzsa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang;

b. Jasa penggunnan tempat parkir kendaraan angiutan selama
menunzeu keberangkatan;

¢ Jasa penggunaan Fesilitas parkir kendaraan, selain kendaraan
angkutan penumpang umum;

d. Jasapenzgunean fasilitas tempal menunggu penumpang.

. Jasa penitipan kendaraan,

f. Jasapelayanan Kamar mandi/WC.

Terhadap jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), dikenakan retribusi.



3)

C))

(1)

(2)

3)

@)

Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, ¢ dan f dapar dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakn.

Besarnya retribusi Jasa Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daeral,

Baginn Kelima
Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 115

Setiap orang atan Badan hukum yang melaksznakan kegiatan usalia
penunjang di terminal wajib mendapatkan izin dari Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Izin szhagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapal
dipindahtangarkan kecuali dengan izin dari Bupati arau Pejabar yang
ditunjuk.

Dalam memherikan izin sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
atau Pejabat vang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang
harus diteati oleh Pemegang [zin.

Tata cara untuk mendapatkan izin, masa berlakunya izin, dan
pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang berupa kios dan tempat
pedagang menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kegiatan ussha perunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri
dari :

a. Usahamakanan dan minuman,

b. WUsahacinderamaita;

Usaha bahan bacaan;

Usaha t=mpar istirahat Awak kendaraan Umum;

Usaha jasa telekomunikasi, paket dan sejenisnya;

Usaha penjualan tiket angloutan;

Usaha penitipan barang;

Usaha penjualan rokok dan minuman ringan;

Usaha pencucian kendaraan;

Usaha toilet dan MCK;

1Tzaha Pengurus Bus dan Penawar Jasa;

1. Usaha Penitipan Kendaraan;

m. Usaha penunjang lainaya.

(6) Kegiatanusaha penunjang lainnya sehagaimana dimaksud puda ayat (5)
huruf m, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggy fungsi pokok

(7) Usaha kegiatan penunjang scbagaimana dimaksud pada ayst (5) huruf
j,1 dan huruf m pengelolzannya dapat di kerjasamakan dengan pihak
ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terlaku.

i e e opp

Pasal 116

(1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenaian rerribusi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retribusi Kegistan Usaha
Pepunjang Terminal ditstapkan dengan Peraturan Dacrah.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan Terminal

Pasal 117

(1) Setiap pcmakai/pengguna bangunan dilarang mmdirIknnmmEﬂDﬁh
 dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di erminal.
(2) Setiap pedagang yang menempati Kios di terminal wajibmenyediakan
alar pemadam kehakaran.
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Bagian Ketujuh
Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 118

Unwk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan
keschatan, pedagang wajib mengatur barang dagangannya, sehingga
tampak rapi tidak membahayakan kesclamatan umum serta tidak melebihi
batas wmpat usaha yang menjadi haknya.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 119

Setiap orang dilarang :

a. Bertempattinggal di dalam Terminal Bus;

b. Tanpa seizin Kepala DPT Terminal Bus menempatkan kendaraan,
barang dagangan atau alat-zlat lain diluar tempat-tempat yang telah
ditentukan;

¢. Di dalam tenninal bus menyalakan api yang dapat membahayakan
keamanan dan keselamatan umum atau rr:mp:rbuh kendaraan atan
mencuci kendaraan, kecuali ditempar-tempat yang telah ditentulan;

d. Meminjamkan atay memindahiangankan izin tanpa seizin Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

e. Masuk ke dalam tzrminal bus dalam keadaan mabuk, membawa
senjata tijam au mempunyai Juka-luka yang sangat tidak
menyedapkan pandangan mata atau penderita penyakil menular yang
membahayakan kesehatan wmum;

f. Menjual barang barang atau melakukan kegiatan/pekerjaan yang
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan
scbagal barang terlarang dan/atau perbuatan/kegiatan terlarang;
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g. Melakukan usaha aau kegiatman di dalam erminal yang mengganggu
atau membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan umim;

h. Menyelenggarakan dan/atan menjalankan usaha di dalam terminal,
sclain kegiatan usaha yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Pengadaan, Pemugaran, Pamindahan dan Penghapusan

Pasal 120

Pengadasan, Pemugaran, Pemindahan dan Penghapusan Terminal
diretapkan oleh Bupati atas Persetujuan DPRD.

BAB XI
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama
Jenis dan Persyaratan Konstruksi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 121
Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari:
a. Sepeda;
b. Kercta yang ditarik hewan untuk menganglut orang atau barang;
¢. Becak yang digunakan untuk mengangkutorang atau barang.
d. Keretadorong atau kereta tarik untuk menganghkut barang.
Pasal 122

(1) Seriap kendaraan tidak bermowr yang dioperasikan di jalan,
konstruksinya wajib memenuhi persyaratan keselamaran.
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(2) Ketentusn konstruksi kendaraan tidak bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diamr lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 123

(1) Rancang bangun dan rekayasa serta modifikasi kendaraan tidak
bermotor konstruksinya wajib memenuhi persyaratan keselamatan

(2) Sebagai bukri bahwa rancang bangun dan rekayasa serta modifikasi
kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
konstruksinya telah memenuhi persyaratan keselamatan, diberikan
tanda pengesahan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persyaratan Konstruksi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 124

(1) Setiap kendaraan tidak bermotor schagaimana dimaksud dalam Pn.sa.l
121 huruf b dan ¢ yang dioperasikan di jalan, konstruksinya wajib
dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Petugas,

(2) Kendaraan tidak bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tanda bukti lulus
pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan dicatat dalam kartu izin
operasi kendaraan tdak bermotor.

(3) Masa berlakunya hasil pemeriksazan berkala persyaratan konstruksi
kendarzan tidak bermotor sehagaimana dimaksud pada ayat (2),
adalah selama 1 (satu) tahun.
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(#) Tata cara pemeriksaan dan pemberian landa bukii sebagaimana
ﬁhnﬂmd&hmqu{l}dmm(ﬂ),di&mlmmhqjmm
Peraturan Bupati,

Bagian Keempat
Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Penghela

Pasal 125

(1) Setiap hewan yang menjadi penghela kendaraan tidak hermotor yang
beroperagi di jalan wajib memenuhi persyaratan
a. Berbadan schat dan tidak cacat,
h. Behas dari penyakit hewan memlar;
¢. Khusus untuk kuda tinggi sekurang-kurangnya 1,15 meter dan
memakai tape! (sepatu kuda);
d. Telahbertukar gigi sekurang-kurangnya 4 (empat) buah;
€. Untuk hewan betina tidak sedang dalam keadasn bunting.

(2) Hewan penghela kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib dilakukan pecmeriksaan keschatan sebagai hewan
penghela oleh Dinas/Instansi yang berwenang paling lama setiap 1
(satu) tshun sekali.

(3) Hasil pemeriksaan kesehatan hewan sehagaimana dimaksud pada ayat

(2), sebagai salah sa dasar pertimbangan dalam pemberian Kartu
lzin Opesasi (KIO).



(1)

@

(3)

@)

(3)

(6)

Bagian Kelima
Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 126

Setiap kendarsan tidak bermotor jenis becak dan kereta yang ditarik
hewan perghzla, unmk mengangkul orng stau barang yang
dioperasikan di jalan wajib didaftarkan kepada Camat sesuai dengan
domisili pemiliknya.

Sebagai tanda bukti pendaftaran, kepada pemilik kendaraan tidak
bermotor diberikan Kartw Pemilik Kendaraan Tidak DBermotor
(KPKTB), Nomor Rangka, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, dan
Kartu Izin Operasi (KIO), dengan dipungut retribusi yang besarmya
ditetapkan dengan Peraturan Daeral,

Kartu Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor (KPKTB) sebagaimana
dimzksud pada ayat (1) berlzku selama Kendaraan Tidak Bennotor
vang bersangkutan beroperasi.

Karm [zin Operasi (KIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama | (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Nomor rangka sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama
kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan di
jalan.,

Ketentuan mengenai kode nomor registresi dan kode nomor rangka
seria tata cara dan persyaratan pendafiaran kendaman lidak bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengangkutan Orang dan Barang dengan
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 127

Pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor
jenis becak dan kereta yang ditarik dengan hewan panghela merupakan
pelayanan anglutan dari pintu ke pinty.

Pasal 128

Jumiah keburuhan kendaraan fidak hermotor, warna, dan wakm operasi
ditetapkan dengan peraturan Bupati atas persetnjuan Pimpinan DPRI).

Bagian Ketujuh
Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Kepentingan Pariwisata

Pasal 129

(1) Pengangkutan dengan kendaraan tidak bermotor untuk kepentingan
pariwisata dan’atau rekreasi wajib memiliki izin dari Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tam cara untuk mendapatkan izin sehagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bopati.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 130

Untuk keselamatan, keamanan dan katertiban lalu lintas dan anghutan
jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendarsan tidak bermotor di jalan yang
meliputi:

T
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2)

(3)

(4)

&)

©)

Pemeriksaan persyaratan konstruksi dan kelenglapannya;
Surat keterangan mengemudi kendaman tidak bermator.

Ragian Kesembilan
Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 131

Setiap pengemudi kendarsan tidak hermotor jenis becak dan kereta
yang ditarik hewan yang digunakan unfuk mengangkul orang dan/atau
harang, wajib memiliki Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan
Tidak Bermotor dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor
eebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) ahun
dan dapatdiperpanjang.

Terhadap pemberian Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi.

Besamya retribusi Surat Keerangan Mengemudi Kendaraan Tidak
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Katentuan mengenai persyaralan dan tata cara unuk memperolch
Surat Keterangan Mengemudi, bemtuk, ukuran, isi data Surat
Keterangan mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Surat Keterangan Mengemudi dicabut apabila ©

a. Diperolehsecara tidak sah;

b, Melanggar ketenfuan-kefenfuan yang ditetapkan dalam surat
keterangan mengemudi.

T2

Bagian Kesepuluh
Pangkalan dan Daerah Bebas Becak

Pasal 132

Uniuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah
dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagal pangkalan kendaraan
tidak bermotwr jenis Kereta yang ditarik dengan hewan penghela untuk
angkutan orang dan/atau barang dan dzerah kendaraan tidak bermaotor jenis
‘hecak.

Bagian Kesebelas
Kewajiban dan Larangan

Pasal 133

(1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada wakm mengemudikan
kendaraan tidak bermotor di jalan wajib :

&. Mampu mengemudikan dengan wajar;

b. !i[fngﬂtﬂﬂaﬂﬂ keselamatan pejalan kaki yang berada pada bagian
ﬂpﬂg diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang
jalan;

¢. Memenuhi ketentuan tata cara berlalu lintas di jalan dan memenuhi
ketentuan rambu-rambu, marka jalan dan zlat pemberi isyarat jalu
lintas, gerakan lalu lintas, berhent dan jalan, persyaratzn
keselamatan kendaraan tidak bermotor dan persyaratan kecehatan
hewan penghela, peringatan dengan bunyi, lampu pengrangan atau
isyarat sinar atau tanda lainnya yang dapat memantulkan cahaya
pada waktu malam hari;

d. Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk
melewatinga;

¢. Menjapa kebersihan lingkungan;

f. Menunjukkan Kartu Izin Operasi, Surat Keterangan Mengemudi
atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan di
jalan.
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(2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada wakw mengemudikan
kendaraan tidak bermotor di jalan dilarang |
a. Dengan sengaja membiarkan kendaraanmya ditarik oleh
kendaraan bermotor;
b. Mengangkut benda-benda yang membahayakan keselamatan

-3 mgglmmll;:ljnhu kendaraan bermotor jika telah disediakan
jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor, q

d. Mengemudikan kendaraan tidsk bermotor yang tidak dilengkapi
kartu izin operasi dan/atan tidak memiliki surat ketcrangan
mengemudi kendaraan tidak bermotor.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 134

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan

Wiahn,mumknm&:hngkzlammdmhmrdb@q
operasional lalu lintas dan angkulan jalan, Dinas/Badan/Instansi

melakukan pembinaan dan peogawasan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S

({1}, Pasal 10, Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),
giai ga ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 59, Pasal
69 avat (1), avat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 72
ayat (3), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86
ayat (&), Pasal 95 ayat (1), ayat (6) ¢an ayar (7), Pasal 96 avat (1) dan
ayat (4), Pasal 97 ayat (3), Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 117, Pasal 11§, Pasal 119, Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1),
Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 126 ayat (1),
Pasat 129 ayat (1), Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat
(2), diancam dengan hukum kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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(2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelanggaran. et

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pagal 136

(1) Pejabar Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;

a. Menerima, mencan, mengumpulkan dan meneliti keterangan atan
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atu
laporan tersebut meniadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, menceri dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana tersebot;

c. Meminta keterangan dan bahan bukd dari oramg pribadi
schubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bk
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serm
melakukan penyitaan terbadap baban bukti wrsebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

¢. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atan tempat pada saat pemeriksagn sedang berlangsung dan
memeriksa Iidentims corang dan atau dokumen vang dibawa
schagaimana dimaksud pada hurufe;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sehapgai tersangka atau saksi:
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j.  Menghentikan penyidikan; Pasal 139
k. Melakukan tindakan lgin yang perlu untuk kelancaran penyidikan ; h
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawebian. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- - s : Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan |

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan A perundangan

dimulainya penyidikan dan menyampeikan hasil penyidikainya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah,
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan kewentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ditetapkan di P ;
pada tznggal 19 Desember 2005
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN BUPATI BANYUMAS
Pasal 137 ttd.
Izin Pendirian Perusahaan Angkutan, Izin Insidentil, Izin Trayek. Karw ARIS SETIONO

Pengawasan, lzin Operasi, dan Buku Lji yang telah ada sebelum
berinhmyﬂhnﬂranﬂnemhhﬂtﬁaptnﬂmsammidmgmm
berlakunya berakhir, untuk kemudian wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini.

Ehunﬂmgkaﬂ di Purwokeno
Pada Tanpesl ... M. K52 550 .
SERRETARMS DAERAH KABUPATEN

BANYTIMAS

KETENTUAN PENUTUP chd
| SINGGTH VIRANTO, SHL
Pasal = NIF . S00 Lt 384
33 | 1R ARAN DAERAH KARITPATEN BANYUMAS NOWOR 2

&

———

Dmgmmdmmummm.mhmmﬁnmmh
Kabupaten Dacrah Tingkat Il Banyumas Nomor 9 Tihun 1985 tentang
Pemberian Izin Pendirian Perusshasn Angkutan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Banyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
11 Tahuh 2001 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kabupaten

76 17




FENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

L

PENJELASAN UMUM.

Bahwa mengingat pentingnya dan strategisnya lalu lintas dan
angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka
pembinaannya harus dilakukan oleh Pemerintah Dasrah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Ja]nu periu
diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan,
agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya k::pada masyarakat
dengan memperhatikan scbesar-besarnya kepentingan umum dan
kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordmnasi antar
instansi terkait scrta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus
dalam rangka mewujudkan sistem transportasi di Kabupaien
Bamyumas yang handal dan erpadu. Keseluruhan hal tersebut perlu
diatur dalam Perawran Daerah,

II. PENJELASANPASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Culap jelas. 4 |
Pasal2ayat (1) *  Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud
dengan :

a. Azas Manfaat adalah bahwa lalu
lintas dan angloutan jalan harus dapat

memberikan manfaat yang sehesar-
besarnya bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahieraan rakyat
dan pengembangan peri kehidupan
yang berkesinambungan bagi

masyarakat;
T8

T—

Azas Usaha Bersama dap
Kekeluargaan adalah bahwa
penyelenggaraan uszha angkutan
dilaksanakan untuk mencapal cita-
cita dan aspirasi masyarskat yang
dalam kegiatannya dapat dilakukan
oleh lapisan masyarakat dan dijiwai
oleh semangat kekeluargaan;

Azas Adil dan Meraiz adalah
penyclenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan harus dapat
memberikan pelayanan yang adil dan
merata dengan bDbiaya yang
terjangkau,

Azas keseimhangan adalsh laln
lintas dan angkutan jalan harus
disclenggarakan scdemikian rupa,
sehingga terdapat keseimbangan
yang seras| antara sarana dan
prasarzna, antara Kepentingan
pengguna dan penycdia jasa, antara
kepentingan individu dan

masyarakat;

Azas Kepentingan Umum adalah
penyelenggara lalu lintas harus lebih
bagi masyarakat;

Azas Keterpaduan adalah bahwa lalu
lintas dan angkutan jalan harus
utuh, terpadu, saling menunjang,
dan saling mengisi baik 'iﬂtl'l
maupun antar moda ransportasi;
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Pusal 2ayat (2) danayat (3)

Pasal3
Pasal4ayat (1)

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal Sayat (1)

Pasal 5 ayat (), ayat (3) dan
ayat (4)

Pasal 6s.d Pasal 7
Pasal Shurufadanb

Pasal ¥ hurufc

g. Azas Kesadaran Hulkum adalah
bahwa antara penyedia dan
pengguna lalu lintas dan angkutan
jalan wajib mematuhi peraturan
perundang undangan yang berlaku.

:  Cukup jelas.

:  Cukup jelas
¢ Yang dimaksud dengan mada transportasi

lain adalah moda transportasi

perkeretaapian

+  Cukup jelas.
. Yang dimaksud dengan Rencana Umum

Jaringan Transportasi Jalan adalah
rencana umum leniang serangkaian
simpul danfatan Tuang kegiatan yang
dihubungkan dergan ruang lalu lintas
sehingga membentuk satu kesatuan
sistem jaringan untuk keperluan
penyelenggaraan lalu lintas dan anglutan
jalan.

« Cukup jelas.

:  Cukup jelas.
: Culup jelas.
: Yang dimaksud dengan pejalan kaki

adalah rermasuk didalamnya crang cacat
yang menggunakan kursi roda.
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Pasal Bhuruf d
Pasal9
Pasal 10

Pnsal 1] 5.d. Pasal 18
Pasal 19ayat (1)

Pasal 19 ayat (2)
Pasal 20s.d. Pasal 27
Pasal 28 ayat (1)

Pasal 28 ayat (2) 5.d. ayat (5)
Pasal 29s.d. Pasal 61

+ Culup jelas.
¢ Cukup jelas.
: Yang dimaksud dengan Muatan Sumbu

Terberat (MST) adalah besamya beban
yang diijinkan yang harus didukung oleh
jalan.

. Yang dimaksud memenuhi persyaratan

tcknis dan laik jalan adalah bagian
bagian/perlengkapan kendaraan seperti
sisiem Rem, Sistem kemudi, Posisi
kincup roda depan, Badan dan kerangka
kendaraan dan lain sebagainya berfungsi
secara normal sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan, sehingga apabila
dioperzsikan di jalan tidak

teknis suatu kendaraan bermotor yang
diperbolehkan beroperasi di jalan.

: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
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Pasal 62 ayat (1)
Pasal 62 ayat (2) hurufa
Pusal 62 ayat (2) hurufb

Pasal 62 ayat (2) hurufc
s.d. hurufe

Pasal 63 s.d. Pasal 65
Pasal66ayat (1) hurufa
Pasal 66ayat (1) hurufb

Pasal 66 ayat (1) hurafc
Pasal 66 ayat (2)
Pasal 67 s.d Pasal 75

Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 76 ayat (3)

:  Cukup jelas.
:  Cukup jelas.
: Yang dimaksud dengan dinyatakan

maupun tidak dalam rambu-rambu lalu
lintas adalah tempat-tempat yang
dilarang untuk parkir, karena dapat
mengganggu arus lalu lin@ms walaupun
tidak ada rambu larangan untuk parkir,
seperti di daerah perempatan atau
pertigaan atau tikungan.

¢ Cukup jelas.

:  Cukup jelas.
:  Cukup jelas.
: Yang dimaksud dengan V/C Ratio adalah

perbandingan volume kendaraan dengan
kapasitas jalan yang tclah ditctapkan.

:  Cukup jelas.
:  Cukup jelas.
- Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Yang dimaksud dengon wilayah yang

sarana (ransportasimya belum memadai
adalah wilayah vang belum dilayani oleh
kendarsan umum berupa bus umum dan
mobil penumpang umum dengan trayek
teiap dan teratur.
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Pasal 77 s.d Pasal 91
Pasal 92

Pasal93s.d. 94
Pasal 95 ayat (1) danayat (2)

Pasal 95 ayat (3) hurufc
angka 1)s/d3)

Pasal 95 ayat (3) huruf ¢
angka 4)

Pasal 95 ayat (4) 5.d. ayat 10
Pasal 96

Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 97 ayat (3)

Pasal 97 ayat (4)
Pasal 98s.d Pasal 136

i Cukup jelas.
. Yang dimaksud dengan

kendarean adalah tindakan wuntuk
melakukan penghapusan terhadap
kendaraan bermotor yang discbabkan
kondisi fisik kendaran bermotor tersebut

: Cukupjelas.
Pasal 05 ayat (3) hurufadanb :

Culup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan volume kendaraan

adalzh jumlah kendaraan yang masuk dan
keluar pool.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan daya angkut

tipe kendaraan adalsh daya angkut yang
ditetapkan dalam bukti uji kendaraan
bermotor,

: Culap jelas.
: Culcup jelas.
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